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ejak diluncurkan pada pa'da akhir dekade 90-an sampai dengan
puncak pencanangan secara nasional pada 2007 lalu, program Hutan
Kemasyarakatan (HKm), khususnya di Lampung, terrJs menyita

perhatian para pemangku kepentingan. pro-kontra mewarnai perjalanan
pelaksanaan program HKm di Provinsi Lampung sepanjang 10lan tahun
terakhir.

HKm merupakan salah satu pola pemberdayaan masyarakat selain
pola Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, dan Kemitraan. Di beberapa lokasi
di Lampung, contoh-contoh kecil penyelenggaraan HKm menunjukkan bahwa
pola Hkm berkembang secara baik serta dapat diterima dan dilakukan baik
oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Masyarakat yang melaksanakan program HKm bisa mematuhi
ketentuan-ketentuan yang disyaratkan. HKm kemudian tidak berkembang
ha1va. sebagai pelaksanaan program penyeramatan hutan, tetapi jugi
sebuah sarana pembelajaran: Tentu saja pembelajaran tersebut periu tLrus
dikembangkansambilmenyelesaikanrintanganyangbergelombang.

Satu hal yang menggembirakan, masih banyak individu )iang
masih mau peduli dan tabah menghadapi terpaan masalah dan isu yang
dialamatkan pada akuntabilitas penyelenggaraan HKm pada institusi masing
masing. Hal ini memberikan hikmah tersendiri karena parapihak yang mau
peduli tersebut mulai menyadari pentingya membagi peranan untukbersama-
sama menemukan dan mengenali kembali kewewenangan masing masing.
Mereka juga turut menata dan berkomitmen untuk mendukung H[m.

Pada sisi lain, masih ada pihak-pihak yang memandang HKm dengan
'sebelah mata". Mereka menuding HKm sebagai program lang 

,,merusak

hLffin" dan "melegalkan perambahan". Mereka resisten terhadap pola HKm
sebagai salah satu skema pemberdayaan masyarakat.
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Dari berbagai data dar.r perbincangan resmi maupun informar, dapat
disimpulkan bahwa semua pihak pada dasarnya paham dan menyadari bahwa
kerusakan hutan terah. 

lepqoi seiak berpuruh tahun seberumnya. Kerusakanhutan itu diakibatkan iidak hanyi oleh jeramb.r,.n, t.tupijuga orerr adanya
HPH skala besar, iilegat rogging, perambahan riar;'dil. 'o*gu, 

kata rain,
kerusakan hutan khususnyi.-di [ampung tidakrah t"r;ioi i.j.r .kl i, rsse,
saat pola HKm mulai diterapkan.

. Kebijakan HKm justru dilahirkan untuk memberikan tindakan kuratifuntuk merehabiritasi hutan yang sudah tetanlui'iuiu[ puran Dengan
kebijakan t'ersebu! para anggota'riasyarakat yang tergabung daram kerompoktani memperoreh akes mengerora arear kerora ,erir.u iulii.,. seperempat
sampai dua hektare per.kepala keluarga. Areal iiElora turr"Lrt rraius oi;Jgadan dikelola dengan adanya brok rinlung dan brok pur*r.ut.n. Merekahanya diperbolehkan untuk bercocok tanam sambil merestarikan hutan diareal blok pemanfaatan. Blok rindung haram hukumnya unir[ dijamah. para
anggota kelompok tani justru dihaiapkan uhtuk bei-6mua 

'memouat 
bloklindung semakin lestari.

- Kebrjakan HKm dikeruarkan sebagai bagian tidak terpisahkan dariPeraturan dan UU Keh.utanan di atasnya. 
-Hal 

inimenegislcn bar,wa secaralegal formal keberadaan HKm di;ili secara beftrirut-turut peraturan-peraturan y.ang lebih operasionii- ieimunculan untuk menjadi koridorbagaimana konsep HKm tersebut dapat diwujudkan. pur.t run, persepsi,dan kenyataan diharapkan berjalan seiring. wimun aumkiu,.,, hal ini mestiditunjang dengan anggaran yang memaoii, inrrastirrdr;;ft bairg akes,keterbukaan, dan tetap terjaganyi komitmen bersama.
Meskipun terah diserenggarakan sejak akhir tahun 199g, tetapiapabila beranjak dari mulai dib6rikannya izin definitif (akhir 2007), bisadikatakan bahwa HKm baru saja dimurai. eiru oiutilan)-uiii nr, masih'balita"'karena berum genap 2 tahun. sehingga, sangaflah tidak bijakanajika kemudian program HKm'dituntut untuk bisa menjawab seluruh persoalan

kehutanan png begitu kompleks. --'-- "'-'?-

Kebijakan yang prorakyat miskin ini sebenarnya tidak popurer dikalangan tertentu, terutama karingan yang serama i"ii"i.ni* iiemposisikan
masyarakat di sekitar !$a.n seuasai 

'"rjkyat 
riar,,. Namun demikian, HKmsejatinp. merupakan kebijakan }on-g oipunoing r.*il r".g.ib*"dasi danmemberikan akses masyarakat untuk bisa mengerora kawasan hutan. Daramproglam 

- ltKr, ,?qfrakat dapat menginvestasikan nitai-nitai partisipasi
mereka: Meskipun belum ada penelitiun ,i"ngenai hal ini secara mendalam,
!:!api di 

, 
Lampung Barat investasi tersebut terah dapat dirasakan dapatmeringankan beban pemerintah.

vl Hutan Kemasyarakatan



Masyarakat di Lampung Barat sudah merasakan berbagai manfaat
HKm. Antara lain: sumber air lebih baik dibanding era sebelum ada HKm,

kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan meningkat, kebakaran
hutan beikurang, dan laju illegallogging bisa ditekan. Kalau ingin buKinyata,
kita bisa menengok hijaunya Bukit Rigis di wilayah Lampung Barat' Yang lebih
penting,lagi, bersamaan dengan dilaksanakan program HKm, kini sebagian
masyarakat di Lampung Barat mulai mengembangkan usaha berbasis
nonlahan dan melakukan pengelolaan pakan ternak oleh karena telah ada

kepastian dan ketenangan berusaha melalui HKm.

Buku ini menceritakan pengalaman empiris para praktisi lapangan
selama menjadi pendamping program HKm. Juga menguraikan pandangan

dan pendapat parapihak seperti Dinas Kehutanan, akademisi, NGQ, dan
Pemda Kabupaten tentang program HKm, Tulisan dari Dinas Kehutanan

Kabupaten Lampung Barat menjadi wakil kabupaten di Lampung yang

kelompok tani hutannya sudah mendapatkan izin definitif. Sementara tulisan
dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah mewakili kabupaten yang

sampai saat ini belum memiliki kelompok tani yang mendapatkan izin HKm

secara definitif.

Dalam buku ini, Watala menyajikan model pembelajaran HKm

yang kemudian berkembang dan berkaitan dengan sektor lainnya, sepefti
peternakan-peftanian. Watala ingin membagikan pengalaman empiris
khususnya di l*ampung Barat mengenai penyelengaraan HKm Lampung
dengan.maksud agar jejak yang sudah diretas tidak hilang begitu saja.
Penerbithn buku juga dimaksudkan untuk memberikan :p€sao bahwa dari
pengalaman dan contoh-co*toh kecil penyelenggaraan Hi(m oapatlah mengisi
dan mengarah pada :et.r,'- . ' -":.k.cenJutan.

Kami lneny;{:.J!i/ I''i:' :,,: -'"' r':'r:'ligftQll{t"ddl-l hnm masih

banyak'mendapatkan sorotan dan u3ian. Kamr memahami sorotan, kritikan,
dan pelbagai ujian itu sebagai pil penambah semangat agar kami bersama
masyarakat dan elemen lain yang terlibat dalam program HKm untuk bekerja
Iebih keras lagl.

Peluang bagi masyarakat di sekitar hutan untuk meraih kesejah-
teraannlG sembari melestarikan hutan sudah ada di depan mata. Sangat
syang kalau peluang itu dibiarkan hilang dengan percuma sehingga hutan
di Lampung akan makin rusak dan masyarakat di sekitar hutan dkan terus
terpuruk dalarn kubangan kemiskinan. Sejumlah kelompok tani kini sudah
mendapgtkan lzin pengelolaan definitif selama 35 tahun. Kelompok-kelompok
lainnya ''juga sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan izin definitif.
Perjuangan masihlah panjang. Kerja masih belum selesai. Tantangan berat
masih menghadang di depan.
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Buku ini merupakan himpunan dari para kontributor utama, yakni:
(1) Ibu christine wurandari dari Universitas Lampung dan saat ini juga aktif di
Indonesia Network for Agroforestry Education (rrrrer"q aan irrN,-1211 watala,(3) Dinas Kehutanan provinsi Lampung, (a) Kabupat"i, k r,rtu,.,un Kabupaten
Lampung. Barat, (5) Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Tengah, dan (6)
Bapak Priyanto putro dari Forum HKni Lampung.

Ibu christine. mendedahkan perangkat aturan HKm dan praktek
pelaksanaannya di lapangan untuk menemukan jawauin sejauh manaHKm berperan daram mendukung pembangunan'uei[eian;utan. watala
menguraikan pengalaman bagaimana meretas jalan pengelolaan sumneroiva
Alam. Berbasis Masyarakat (psDABM) melalui iteri n(m, sementara Dinas
Kehutanan Lampung, Dinas K€hutanin Lampung Barat, dan Dinas Kehutanan
Lampung Tengah mengetengahkan pengatamari menlaoi iarir, satu rembaga
yang turut terlibat dalam pelakanaan dan pengendalian HKm.

Bapak Priyanto putro, Kepala Bidang Rehabilitasi dan RLkumasi Dinas
Kehutana.n Lampung, menguraikan tentang kiras sejarah ir, ai r_ampung
{a1 qglakqnannya hingga saat ini. sementara oyos saroso H.N, jurnaris
dari rhe Jakarta posf, memberikan warna lain bukl ini-aengan menyajikan
IrLr?n tentang HKm dari persepektif seorang jurnalis .eLlar, neberapa
kali berkunjung ke Lampung Barat dan uerint6riki aengan-para anggota
kelompok tani HKm.

Akhirnya, kami.berharap dengan terbitnya buku ini, dapat diperorehinformasi dan pemberajalal mengdnai imprementasi H(m bi rrrprng.
Dokumentasi informasi ini dipersembahkan'bagi semua pitrar yanE pedu"lipada upaya upaya untuk mendukung tersirenggarrnv. 

-p"inoalniun-an

berkelanjutan. -'rr---"t- r

Bandar Lampung, Mei 2009 l

Rini Pahlawanti

Direktur Eksekutif Watala
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r

epuluh tahun penerapan program Hutan Kemasyarakatan (HKm)
merupakan perjalanan panjang untuk mewujudkan pengelolaan hutan
berbasis masyarakat. Berbagai tantangan, kritik, sinisme dan keraguan

telah membuat konsep HKm ini semakin kuat dan teruji. Dan, ini telah
dibuktikan dengan adanya evaluasi dan diskusi yang intens sampai lahirnya
Peratura n Menteri Keh uta na n Nomor. P. 37lMen hu t-ll I 2007 .

Pogram HKm khususnya di Provinsi Lampung harus dijadikan
momentum yang baik untuk menunjukkan kepada publik bahwa masyarakat
juga mampu mengelola'hutan secara lestari. Adanya keraguan dari berbagai
lapisan masyarakat bahwa masyarakat tidak mampu mengelola hutan harus
dUadikan motivasi untuk mewujudkan hutan lestariyang berbasis masyarakat
melalui manajemen keiomook tani HKm yang mantap dan solid.

Keberhasilan pen:vetenggaraan HKm sangat bergantung pacia

kelompok tani HKm itu sendiri. Oleh karena itu, kelompok tani liKm harus
mampu menjawab keraguan publik terhadap kernampuan masyarakat
mengelola hutan secara lestari. Sesungguhnya keraguan tadi secara gradual
sudah mulai berkurang dengan bukti nyata di lapangan yang dilakukan oleh
kelompok tani HKm.

Jauh sebelum adanya HKm di Provinsi Lampung, di dalam kawasan
hutan-hutan sudah ditanami kopi oleh masyarakat tanpa memperhatikan
aspek kelestarian hutan. Namun, kini kita sudah dapat melihat sesuatu yang

sangat lain dari kondisi masa lalu. Pada lokasi HKm tidak lagi kita lihat tana-
man monokultur semisal tanaman kopi, tetapi tanaman kehutanan yang multi-
kultur, sehingga tercipta suatu multistrata yang lambat laun akan mampu me-
ngembalikan fungsi hutan selayaknya fungsi kawasan hutan lindun$.

hda masa mendatang pola penyelenggaraan HKm di Lampung akan
dapat d$adikan contoh atau model pengelolaan hutan berbasis masyarakat
bagi daerah lain. Oleh karena itu, penyelenggaman HKm di Lampung harus

Hutan Kemasyarakatan lx



terus didorong agar berjalan dengan baik dan maksimal hasilnya. Kelompok
tani HKm perlu selalu dibina dan didampingi secara terus-menerus sehingga
pola pikir masyarakat peserta HKm secira perlahan akan berubah diri
berorientasi aspek ekonomi semata menjadi masyarakat yang paham dan
mengefti fungsi ekologis hutan.

watala yang selama ini tidak kenal lelah terus menyumbangkan
qlfiran dan tenaganya untuk mendampingi kelompok tani 

'HKm 
fatutdiberi penghargaan. semoga semangat kawin-kawan watala tidak pernah

surut untuk terus mewujudkan kemandirian kelompok tani HKm teisebut.
Perjalanqn untuk mengantarkan para petani HKm sejahtera dan hutan
kembali lestari masih sangat panjang.

Kami berharap buku ini dapat dijadikan sebuah renungan/introsfeksi
bagaimana program HKm ini ke depan semakin mantapl Kami terus
mendukung proses pembelajaran ini guna terciptanya kelompok tani yang
kuat dan berkualitas yang pada- akhirnya hutan lestari dah masyaiakal
sejahtera. Pekerjaan mas]h banyak. perjuangan masih panjang. H'arapan
masih sangat besar. Mari kita jadikan harapan tersebut menjaof kenyataan
yang dapat diukur dan dirasakan oleh masyarakat

Terimakasih kepada watala yang telah berusaha membuat suatu buku
yang sangat berharga sebagai perjalanan panjang sejarah penyelenggaraan
HKm di Provinsi Lampung.

k Lamris Sitompul

Kepala Balai Pengelolaan DAS.

Way Seputih-Way Sekampung

Hutan Kemasyarakatan
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lhamdulillah. Akhirnya niat kami untuk mendokumentasikan catatan
perjalanan HKm di Provinsi Lampung terwujud dalam buku sederhana
ini. Atas terbitnya buku ini, kami menyampaikan apresiasi dan

mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada beberapa piha[. Tanpa
bantuan, perhatian, mqsukan, dan dukungan mereka mungkin buku ini akan
sulit terwujud.

Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada Partnership For Governance Reform in Indonesia
(PGR Indonesia), yang telah memberikan kepercayaan dan perhatiannya untuk
menduikung kerja kerja kamidi lapangan serta dukungan pendanaan. Kepada
Bapak Mohamad Sobari, Ibu Emy Hafild, Bapak Hasbi Berliani, Fitriyadi Sayuti,
dan seluruh staf PGR Indonesia. Karni sangat terkesan dengan keterbukaan,
penyambutan dan keramahin beliau beliau pada saat PAC di Jakarta tahun
lalu, demikian juga dalam kerangka kerjasama dukungan ini.

Tidak lupa kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih
kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan buku ini: Dr. Christine
Wulandari yang pada saat itu sEdang bertugas di pedalaman hutan di Aceh
dan dengan jadwalnya yang demikian padat telah menyempatkan serta
menyumbangkan kontribusinya dalam penulisan buku ini. Beliau adalah
staf pengajar/Dosen pada Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas
Lampung, Ketua INAFE (Indonesia Network for Agroforestry Education), dan
Ketua DPN FKKM (Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Kehutanan
Masprakat); In H. Anwar Effendi (Kepala Dinas Provinsi Lampung 2008-
Juni 2009; Ir. Arinal Junaidi (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung);
dan Bapak Barton Simarmata, Kepala Seksi Hutan Kemasyarakapn Dinas
Kehutanan Provinsi Lampung, yang terus mendukung proses penyelenggaraan
HKm pada level provinsi.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ir. Johan Syahrani (Kepala
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah) beserta

Hutan Kemasyarakatan xl



staf: Krisna dan Melinda; semoga apa apa yang telah dilakukan dalam upaya
melestarikan hutan dan pembeidayaan masyarikat dapat tetap menjadi niat
dalam^tugas dan pekerjaan yang mulia; Ir. warsito (Kepala Dinas Kehutanan
9.n sumberdaya Aram Kabupaten Lampung Barat). Kepemimpinan,
keterbukaan, kesede.rhanaan dan pengayoman Seriau menjadi teradan bagl
kami; dan juga Rini Nurindarwati/staf Dinas Kehutanan rcaoupaten Lampung
Barat yang saat ini sedang menyelesaikan S2-nya.

Kamijuga menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada tim
kerja watala yang tetap semangat dalam prograrn' ,,Mendukriig percepatan
HKm tahun 2009 secara Lebih Adil dan oemokratis di Lampun!,,: Ichwanto
M'Nuch, suhendri, sunarni widyastuti, Eko sulistiantoro, Umi-wasilah, sri
Rahayu, Afrida, Taufik, Eka, dan teman-teman warem Tahu. Juga teman-
I"r.un bagian manajemen yang menjadi trm'pendukung tersereiggaranya
kegiatan dan semua pihak yang telih menjadi sumbei-silb;, irmu dan
menginspirasi kami.

. . semoga jerih payah dan kefia kerja yang turus ini dapat membuahkan
amal bagi kita semua. Amin. Terimakasih.

Bandar Lampung, Mei 2009
:

RiniPahtawanti

Direktui Eksekutif Wata la
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HKm dan Pembangunan
Berkelanjutan
di Provinsi Lampung
Dr. Christine Wulandari

\g

Pendahuluan
T7 erusakan fungsidan degradasiluas hutan diProvinsi Lampung sudah

It - dalam kondisi mengkhawatirkan. Perambahan hutan diprovinsipaling
Ilselatan di Pulau Sumatera ini sudah mencapai 52 o/o dan total luas
kawasan, hutan. Kerusakan berdasarkan persentase kerusakan fungsi hutan
adalah sebagai berikut: hutan lindung 80 persen, hutan produkiterbatas
(HPT) 7L persen, hutan produki tetap sebesar 76 persen, Taman Nasional
Bukit Barisan Selatan (TNBBS) 16 persen, Taman Nasional Way Kambas
(TNWK) 36 persen, dan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman 70 persen.

Upaya konservasi dan pelestarian harus dapat mencakup akar
pemasalahan kerusakan hutan yang ada terkait dengan masalah sosial-
politi( ekologi, dan ekonomi. Khusus untuk Provinsi Lampung,:permasalahan
yang dominan hingga saat ini adalah keterkaitan kerusakan hutan dengan
kesejahteraan masyarakat yang berujung pada tingginya tingkat 'kejahatan
hutan" y4ng berasal dari perambahan hutan. (Kejaksaan Tinggi Provinsi
l-ampung,2009).

Dengan demikian, sangat diperlukan adanya pembangunan ber-
kelanjutan untuksumberdaya hutan dan sumberdaya alam secara keseluruhan
dengan berbagai upaya penanggulangan deforestasi agar tidak lebih parah.
Upaya itu harus disertai dengan perbaikan dan konservasi sumberdaya hutan
diselurqh kawasan hutan di Provinsi Lampung.

Pembahguna n Berketanjutan da n Pemasalahannya
Fleiurut Wulandari irootl pembangunan berketanjutal ,"*,

konseptrial dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian, pitu: (1) keberlanjutan
lingkungbn, (2) keberlanjutan ekonomi, dan (30 keberlanjutan sosio-politik.
Aftinya, ketiga faktor tersebut harus secara sinergi dan simultan dilaksanakan

Hutan Kemasyarakatan t7
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No Eenrlr( dan Fungsl
Kawasan Ffutan

Luas
tHal

Kerusakdn Keteranqtrr
Ha qb

I lGwasan Ftjtan
frehsterlilAlam
raman MEionat Bu<it
Barisa-rSelaht

s.2!B 9.321 fr 15% Pemdciman,
Kebrn Kopi,
Lda, kakao,
Damar

Tamm Nasional Way
Kambas

44.733 15.103,ffi 35% Pemukiman,
Sngkcrg,
PisarE

Tamil l'tutan Raya Wan
AbdulRahmrr

15,574 10.901E 70% FtsmU{mrl,
Kofi, k€bm
Tanaman ,
muda

rora! Kawasal
Pelesttri8n Alam

,llt Jo
5
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Artinya, upaya-upaya yang dilaksanakan hendaknya dapat memper-
timbangkan 4 (empat) faktor di atas, yaitu harus relevan dengan upaya-upaya
penegakan hukum dan pencegahan pembukaan hutan lebih lanjut, terutama
dialihfungsikan sebagai lahan peftanian, walaupun tantangannyJ akan sangat
berat ketika harga komoditasnya terus meningkat.

untuk itu, sangat diperlukan upaya yang benar-benar mengikutser-
takan masyarakat yang memang matapencaharian utamanya bertani. Ma-
syarakat harus berperan secara aktif bahkan masyarakat itulah yang diharap-
kan menjadipelaku utamanya. Salah satu upaya yang dapatdiimplemintasikan
di lapangan adalah program Hutan Kemasyarakatan ( HKm).

HKm Sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat
Kebijakan terbaru sebagai dasar pelaksanaan HKm adalah permenhut

Nomor P.18 tahun 2009. Revisi yang dilakukan permenhut terbaru adalah
pada beberapa bagian pasal dan ayat permenhut Nomor p.37 tahun 2007
tentang Hutan Kemasyarakatan. Berdasarkan peraturan yang terakhir, dapat
diketahui bahwa sesungguhnya HKm adalah hutan negara yang pemanfaaian
utamanya ditujukan u ntu k memberdaya kan masya ra kat setempat.

Pada Pasal 1 tentang pengertian HKm disebutkan bahwa HKm adalah
"Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendipatkan
manf;aat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan
kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kefuahteraan
masyarakat setempat." Jadi, hal ini sangat sesua i dengan tujuan pembanguna n
berkelanjutan.

Lebih dari 10 tahun yang lalu sesungguhnya pemerintah Indonesia cq
Departemen Kehutanan telah meluncurkan program Hutan Kemasyarakatan
(HKm). Kegiatan HKm sudah mulai dirintis sejak tahun 19g3. sampai dengan
tahun 1989, HKm diartikan sebagai 'Hutan yang dikelola dengan tujuan
mendukung kehidupan dan kesejahteraan mas/arakat di sekitarnya tanpa
mengurangi fungsi pokoknya".

Arti HKm secam substansi seperti yang dipakai sejak tahun 19g9 terus
{!g.ataidalam berbagai revisi kebijakan yang terkait dengin HKm. Halinidapat
q!,!gl pada kebijakan yang terbit pada tahun 1995, yaitu fepmenhut No.
6z2ll9ts-1V1995 tanggal 20 November 1995 tentang pedombn'HKm. Dalam
keputusan tersebut yang dimaksud dengan HKm adalah "sistem pengelolaan
hutan berdasar fungsinya dengan mengikutserta kan masyara kat".

Khusus untuk Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6z2lKpts-rr/
.
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1995 sebenarnya sudah lengkap perangkat hukumnya karena kemudian
ditindaklanjuti dengan: (1) Keputusan Direktur Jenderai RRL No. 95/Kpts/il/
1997 tentang Tata cara permohonan Izin pemungutan Hasil Hutan Bukan
Kayu pada Areal Izin pengusahaan HKm; (2) Keputusan DireKur Jenderal
RRL No- 96lKptslvlt997 tentang Tata cara penetapan Kawasan Hutan untuk
Aareal kegiatan HKm; (3) Keputusan Direktur Jendral RRL No, gTlKptslrvl
1997 tentang Penunjukan peserta, pemberian Ijin dan pembuatan perjanjian
Pengusahaan HKm; (4) Keputusan Direktur Jendral RRL No. g}ll<ptsN/Lbg7
tanggal 17 september 1997 tentang petunjuk Teknis pemilihan Jenis Tanaman
Serbaguna dan pola penanaman Oilam kegiatan HKm.

Perangkat hukrlm tentang HKm itu kemudian revisi dengan lahirnya
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677lKpts-lr/1998. Dalam Keputusan
Menteri itu terdapat beberapa prinsip pengelol'aan HKm sebagai berikut:

1. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengarbilan
manfaat.

2. Masyarakat sebagai pengambil keputusan dan
menentukan sistem pengusahaaan.

3. Pemerintah sebagi fasilitator dan pemantau kegiatan.

1. $..nyi kepastian hak dan kewajiban semua pifiak.
5. Kelembagaan pengusahaan ditentukan oleh masyarakat.
6. Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hiyati

dan budaya

sebagai tindak lanjut dari sK ini telah dilakukan kegiatan-kegiatan
sosialisasi di seluruh provinsi, kegiatan inventarisasi, din identifikasi
pencadangan areal HKm. Untuk mendukung Keputusan Menteri tersebut
Menteri Kehutanan dan perkebunan (Menhutbun) menerbitkan sK Menhutbun
No. 1 60lKpts -rrl Lggg tenta n g pem bentu ka n Foru m Koord inasi pengem ba n g a nHKm. l

g"Frapa kelemahan darisK ini memungkinkan munculnya kerompok
masyarakat yang didukung pa' pengusaha [ayu, masprakit merakukan
pequsakan agar prakondisi HKm terpenuhi, uanyir oermuncutan koperasi
instan (koperasi dadaka.n), serta 

.prosedur 
persyaratan masih sangat

sentralistik dan memberatkan masyarakat.

Peraturan tentang HKm berubah lagi dengan terbitnya Kepmenhut
No. 865/Kpts-II/1999. Datam aturan revisi te-rsebutJpengeftia,i,it*i menga-
lami perubahan. Menurut Kepmenhut tersebut HKm a?alah fiutan nega-
ra yang dicadangkan atau ditetapkan oleh Menteri untuk dimanfaatkan oleh
masyarakat setempat dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pengatu-
ran operasional mandiri dalam mengelolaa hutan secara h&iri.,,
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selain itu dalam Kepmenhut ini juga terjadi perubahan istilah dari
pengusahaan HKm menjadi pemanfaatan Ht<m. balam Kepmenhut ini juga
ada perubahan terkait koperasi sebagai persyaratan muflak dalam pungujrJn
permohonan. Berdasar Kepmenhut tersebut masyarakat dapat mengajukan
permohonan mengelola HKm melalui lembaga atau kelompot< atau koperasi.
Prinsip-prinsip yang 

.dianut dalam kepmenhut ini adalah'kelestarian fungsi
hutan dan aspek ekologi, ekonomi dan sosiar, kesejahteriin masyarakat yang
berkelanjutan, demokrasi, keadilan, pertanggungjiwa ba n kepada publ ik, da n
kepastian hukum.

Pendekafan yang dirakukan daram HKm menurut Kepmenhut No.
865/Kpts-II/1999 adalah sebagai berikut: (1) Keanekarprun hayati dan
keanekaragaman budaya; (z) Keanekaragaman komoditis dan jisa; (3)
Masyarakat sebagai pelaku ytama dan pengambil keputuian; r+l uirv.iur.at
menentukan sistem dan kelembagaan pengelolaan;'(5) pemerintah sebagai
fasilitator dan pemantau; (6) H;k da; k6wajiban Jituniur.in pemerintah
bersama masyarakat; (7) proses berajar bersima untuk mengembangkan
pengetahuan dan keterampilan tepat guna.

Daerah pertama yang mendapatkan izin selama lima tahun untuk
melaksanakan program.HKm di Lampung (dan pertami Ji rnoon.riu) adarah
lesistgt 19 Gunung Betung. Di daerah ieisebut kemudian berdiri retompok
Pengelola dan pelestari Hutan (KppH) di sumber agr;g ving sertifikatnya
diberikan oleh Menteri Kehutanan ditam suatu upicarl'res-*i. Saat ini,kondisi dan pengembangan atas pengeroraan nr* Ji n girt"r 19 kurang
menrl_apatka n perhatia n dari. pemerintah (pusat dan daer:ah)" oi n masp ra tat
luas dibandingkan dengan HKm yang ada'di r<auupatenG'ip,rg B"rt.

Berdasarkan kondisiyang ada di Gunung Betung, harus segera dicaritahu penyebab'kemerosotan"yang tefiadi. epjt<atr ka;#. 6;e6laan nkmdi Lampung Barat lebih banyak dipublikasikan'karena aiort,i"g Lbh Lrroig;
internasional? Apakah memang kondisi rapangan (k"fi;;i,.an, ekoroli,
dan sumberda;a aram-ma,nusialfinansiar) HKim li rrrp*g Birat rebih baikdibandingkal HKm yang_di Register 19? Atau, apakah ;il;.;t kondisi HKmdi Register 19 dianggap "remah;'atau "kurang bisa,, *"*"nrhi Epaian sepertiyang disebutkan oteh kebijakan pemeritah,- baik kebui[in t f,rli, maupunyang tidak tertulis?

capaian HKm yang diharapkan memang terus mengaranii perubahan.
Elg.n terbirnva uU No. zzlLsgs tentang pimerinrah D;il; UU No. 25l
1999 tentang Perimbang.an Keuangan antara pemerintah pusat dan oaerah,
uu No. 4uL99g tentang Kehutanan dan pp No.2512000t nt ng Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Kewenangan provinsi sebagai Da6rah otonom,maka peraturan tentang HKm pun disesuaikan. Rdlnya- puny"*prrnurn
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Bukit Rigis sebelum adaprogram HKm (Foto: Watala)

dan penyesuaian pemturan kebijakan di Indonesia, maka pemerintah
menerbitkan Kepmenhut No. 3UKpts-II12001 tentang Penyelenggaraan
Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Penyempumaan-penyempurnaan tersebut antara lain adalah sebagai
berikut:

1. Sesuai dengan UU No. 4L17999, pengeftian HKm adalah hutan
negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk
memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi
pokoknya.
2. Penyelenggaraan HKm berasaskan kelestarian fungsi hutan dari
aspek ekosistem, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,
pengelolaan SDA yang demokratis, keadilaan, sosial, akuntabilitas
publi( sefta kepasLian hukum.
3. HKm bertujuan memberdayakan masyarakat di dalarn, dan
sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraannya dengant tetap menjamin kelestarian fufigsi hutan
dan ekosistemnya.
4. Membantu dan memfasilitasi masfarakat setempat untuk me-
nentukan kelembagaannya secara mandiri.
5. Menciptakan adanya pengawasan melekat dengan memberi-
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!

kan peruang kepada masyarakat ruas untuk turut mengawasi danmengendarikan penyerenggaraan HKm agar tioat meiugiiun t"p"n]tingan umum dan tujuan Hkm tetap te6jmin.6' Masyarakat yang dapat menjaoi pengerora HKm adarah: (a)masvarakat setglpaf yang tinggit ai oatair oan sei<itar rrutan, (ujuntuk memenuhi kebutuhin hiJuplyu r.rno,ryar:-letergantungan
yang tinggipada kawasan hutan seki[arnya. ' 

-..',-'

7. Tahapan.. penyelenggar:aan HKm uAffuL., sebagai berikut: (a)penetapan wirayah pengeroraan HKm oreh r,,renteri'rerrutanan me." larui inventarisasi dan identifikasi; (b) penyiapan'misya.arat 
me_rarui fasiritasi ylng dirakukan yang ditikur<air iecara t"rrr-*unurr.dan berkesinam bungan. sampai masyarakat tersebrt ri"rin.iii ti"rdan kewajibgrnv. untuk mengerora HKm;;;il;;,"a-sama danpartisipatif; (c) pemberian izin yang diberikan our", au. Lnu;: 
-" '' B. Dua tahap pemberian izin: (1) izi-n semenia;;;ilGrgka waktu 5(t ima) ta h un 

.perra ma sa mpa i terbenturnvu i"6, o. gli; ;;rr ;i.isecara mand.iri yang berbadan hokum baik oaram ientuk koperasimaupun lembaga la.innya, (b) izin definitif *trf, ;r.gta waktu 25(dua puluh lima) tahun yang- dapat Oiperpaniani,'lurg.ntrng hasilevaluasi
9' Perrgeroraan. HKm meriputi penataan arear kerja, penyusunan
rencana pengeroraan, pemanfiaatan, rehabiritasi oan 6eirindungan. 

-'
10' Untuk menunjang keberhasiran pr.ogram diadakan pengendarian,
baik yang dirakukan oreh kerompok' (iniernari, 

-prr"ii,it"h, 
maupunmasyamkat luas.

Daram Kepmenhut Ng.. 3 l/Kpts -rrr zooLjeras-jeras disebutkan bahwasesungguhnya masyarakat adalah pengetola atau aktor ut ru p"ngelola HKmdan mempunyai hak untuk uiueri fasifitari a.n* menentuGriielembagaan
p"Ts-r]glg H[m-np' A*inrr sesunssuhnva reiaoian ai R;s,G; ig tio.r akanterjadi jika 'trak" ini diketahui se<i-rra Uenar,6ui[ oren ,irlf-Ut maupunpemerintah pengerora HKm di wirayah tersebut. [r.rt ";; dapat puradikaitkan dengan kurang adanya p"rir,ur.n tentang hak fasiritasi bagi para

ffi;rufl;j; 
HKm seperti vans disebuttcan oatam r"tiu.k..'v.ni oit roiirun

Pada pasar 11 permenhut Nomor 37 tahun 2007 disebutkan bahwa'?erizinan daram hutan kemaw.oritun iarus dirakutan mliarui tahapan :fasilitasi dan pemberian izin". Daram i"riii p"rr"nnut ieoeorlii .t . y"ngkemudian disebut dengan permenhut p.tg turrrn zoog t"rt"rg nerubahanatas Perafturan Menteri Kehutanan ruomor l..3ztuennu,t-iiiool tentangHutan Kemasyarakatan, pada pasaf r-nva lebih menaniaGn-fugi bahwa
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IUPHKm bshak mendapatkan fasilitasi.

Nila!penting perlu adanya fasilitasi di berbagai aspek pelaksanaan HKm
adalah tindakan "wajlb" atau "sangat penting,' untuk'segera dilakanakan.
Kurangnya fasilitasi adalah satu penyebab lam-batnya impt6mentasi program-
program kehutanan berbasis masyarakat (Wulandaii, ZObSl.

Meskpun sudah 10 tahun berjalan, kenyataan membuKikan bahwa
wilayah-wilayah yang benar-benar melaksanakan program HKm sesuai
prosedur atau benar-benar berdasarkan inisiatif langsung?ari daerah melalui

lemOa.U3ru,plogrg., HKm di provinsi Lampung, provinsiNusa Tenggara, dan
Provinsi Daerah Istimewa yogyak;irta. penetapan Areal Kerja dan pemberian
IUP HKm tahun 2007-telah direaJisasikan pada iiga provinsi tersebG mencakup
6 kabupaten untuk 54 kelompok masyarakat seluai g.765,59 hektare.

Dad hasil Evaluasi HKm tahun 2008 seluas L37.693,67 Ha di g provinsi,
19 Kabupaten, Hasilnya dapat ditetapkan sebagai areal'kerja HKm seluas
133.088,23 ha yang di B provinsi, r.6 kab, untuk-3+6 telompok mas/arakat.
Artinya, arel yang ditetapkan pada tahun 2008 ini haruslah segera dapat
"menygtarakan" kapasitasnya dengan wilayah-wilayah yang sudah lebh dulu
ditetapkan agar tujuan HKm dapat segera terwujud.

Khnsus untuk provinsi Lampung pun sebenarnya masih terjadi
gdqnva keeniangan pemahaman tentang HKm. Kesenjangan pemahaman
tentang HKm itu tidak hanya terjadi antara pemda -yaig 

satu dengan
?:fal lainnya, tetapi juga antara instansi yang satu oendn instansi liin.
Akibatnya, pelaksanaan HKm baru di Kabupaten Lampung Earat yang sudah
mencapai hhap ti ngkat la njut" (a d ua nced1, seda ngka n- ka bupa'ten 

-la 
innya

ada yang fru tahap "mencermati", ,,mulai menyusu:n proposai, atau sudah
melaksanakan di lapangan tetapi pelaksanaannyi uetum sesuai dengan tata
aturan prg ada.

Ksrdisi kurangnya fasilitasi akan tebih terasa lagi karena dari
konsolidad dengan berbagai pihak dan juga berbagai kegijtan yang telah
dilakukan naka seharusn)E program HKm mencapar- urg6t perluasan HKm
400.000 ha di 2009 dan 2.1 juta ha pada tahun 2015. iencinangan target
perluasan HKm tersebut langsung dilakukan oleh Menteri Kehutanan RI. Be-
berapa daerah sepefti Bali, Bengkulu, Lampung Tengah, telah mengajukan
usulan perietapan areal kerja HKm kepada l,tentLri Ke-hutanan.

Ksrdisi di lapangan menunjukkan, di beberapa provinli ditemukan
bahwa ternyata pemahaman skema-skema pengelolaan hutan berbasis ma-
qarakgt masih perlu ditingkatkan. pemahaman ini menpngkut pemahaman
yang 

.dimiffti para petugas/instansi yang relevan, pam rasTtitatoa dan juga
pemaharnan yang dipunyai oleh masyarakat (Wulandari, 2009).
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Petani padi sedang menanam padi dengan latar belakang kebun HKm Bukit Rigis, Lampung
Barat (Foto: Oyos Saroso)

Adanya hak fasilitasi bagi IUpHKm membuka peluang adanya pro-
gram-program pemberdayaan atau penguatan kapasitas masyarakat'penge-
lola HKm, walaupun fakta.di lapangan menunjukkan bahwa dsilitasi dening-katan pemahaman juga diperlukan bagi instansi yang berwenang dan ju{a
bagi para fasilitatornya

Khusus tenhng fasilitasi bagi'para IUpHKm atau masyarakat anggota
f9t-o-mPo[ H.Km, pada Permenhut Nomor 37 tahun 2007 Bagian Kedua pasal
12 Ayat 1 dituliskan bahwa fasilihsi bertujuan untuk: (a) MTeningkatkan ke-
mampuan masyar:akat.setempat dalam mingelola orginisasi iel-ompok; (b)
Membimbing masyarakat mengajukan permohonan 

-izin 
sesuai r&eniuan

yang berlaku; (c) Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam me-
nyusun rencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan; (d) Meningkat-
kan kemampuan masyarakat setempat dalam melakanakan'uuoioap n-utan
mela.lui pengembangan teknologi yang tepat guna dan peningkatan nilai tam-
bah hasil hutan; (e) Meningkatkan kullitas sumberdayi man-usia masyarakat
setempat melalui peng-embangan pengetahuan, kemampuan dan keteramp|.
lan; (f) Memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya sa-
ing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan molal; dan (gj Me-
ningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembanglGn usana
pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

Dengan demikian, berdasarkan kebutuhan di lapangan, maka seha-
rusnya ada pula peraturan atau kebijakan turunannya yang iuga.menyertakan
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pemerintah dan fasilitator sebagai penerima program fasilitasi. Namun, jenis-
jenis fasilitasinya hendaklah dibedakan antara fasilitasi untuk pemerintah dan
fasilitasi untuk fasilitator. Fasilitasinya pun hendaknya dibedakan antara fasilF
tasi teknis, kelembagaan, dan diseminasi atau penyuluhannya. Harus dibe-
dakan pula fasilitasi untuk pemerintah dan fasilitasi untuk fasilihtor sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) atau peran dan batas kewenangan
masing-masing.

Peningkatan kapasitas fasilitator dan pemerintah pelaku HKm se-
cara umum (apat dilakukan seperti yang disebutkan dalam dokumen rsmi
UNDP (dalam Depaftemen Kehutanan, z00B) yang mendeskripsikan tentang
pengembangan kapasitas adalah suatu hal yang fital agar progrrm berjalan
secara efeKif dan dapat mencapai tujuan progmm terse-but. lcpasttas didefi-
nisikan sebagai "Keberadaan suatu individu, organisasi, atau scriety dalam
menunjukkan fu ngsi, penyelesaian masalah, menyusun suatu. stategi unfu k
keberlanjutan program HKm."

selanjutnya dikatakan bahwa peningkatan kapasihs adalah .suatu
proses melalui pemahaman, penguatan, adaptasi, dan pengelolaan HKm se-
cara berkalanjutan sepanjang waktu." Tiga level peningkatan kapasitas prq
dapat dilakukan adalah: 1) peningkatan fungsi, misalnya dalam rral be6itra
dengan pemangku kepentingan atau stakehotders, melakukan assessrslf
terhadap situasi yang ada, dan mendefinisikan visi dan manda! 2) nrem-
formulasikan kebijakan, dan 3) mengimprementasikan progmm din hasil
pemantauan

-Lebih lanjut pada 
_pasal )rang sama, pada ayat berikutnya (apt 2)

disebutkan bahwa jenis fasilitasi untuk masTarakai atau para pemegarE

|{nnrm -*tiputi : (a) pengemba nga n kelemba gaa n kerompok masyar,akat se-
I"rp"q (b) pengajuan permohonan izin, (c) penyusunan rencana furja hutan
kemasyankatan, (d) teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan,
(e) pendltikan dan latihan, (f) akses terhadap pasar Oanhodal, (g) p"ngem:
bangan tmha.

.. . ry"lihat jenis-jenis fasilitasinya )€ng sangat lengkap, dapat dipredik-
sikan bahwa progmm HKm tentulah akan berjalan dengan baik dan dapat
lgncapai trjuannya. Namun, ada beberapa perhanyaan kitis terkait dengan
hal ini. Anhra lain: apakah jenis fasilitasi yang dilakulon di r0ilaph terqebut
memarE benar-benar diperlukan oleh para pemegang IUpHKmr atau sekadar
'disesuaikan" dengan proyek yang ada bahwa program hsilitasijenis tertentu
harus dilalqrkan di suatu wilayah? sampai seberapa dalam atau intensif fiasilt-
asi-fasilitasi tersebut dilakukan? Bagaimana keberlanjutannya? Apakah pro-
gram tersebut sudah diadopsi sebagai program pemeiintah atau baru "seka-
dar suatu proyek? Apakah metodenya sudah disesuaikan dengan kondisi dan
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potensisetempat?

Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut di ahs, sebenamyapada 
-ayat 

ke-3 pasal 12 sudah disebutkan bahwa r.iirituriiriib dilakukanoleh Pemerintah Kab.upaten/Kota yang dapat oinantu orerr'pemerintah danPemerintah provinsi. Namun, bagaimaria,mungkin rrur ini oapai terlda denganbaik di rapangannya apabira maiih ada "kesenlangan,, p"rin.nn di tingr,utpemerintah daram har peraksanr! ppgram nfu Lerdasarr,.n-p.**hr* lto.P 371 2a07 dan permenhut No. p rg/zdogz Bahkan, 
"Ju 

u"GLp. kabupatenyang terpencil lokasinya belum_mengetahui sama sekali ulun.o"ny. Fermen_hut yang terbit pada tahun 2007 yaig lalu.
peraksanaan fasiritasi di rapangan dapat dibantu oreh pihak rain. Antaralain : perguruan tinggi/rembaga peneiitian o'an p"ng.bai.; ;;G;r.q ts[,r;rembaga keuangan,. koperasi, oah BUMN/BUMDTeuiai. pihri -iin* uin dapatmelakukan fasiritasi. sepanjang memiriki r.r.p.r..ii"' ;;;#, mmyarakatsetempat dan melakukan kooidina5i dengan pemerintah icanupamnrcsetempat.

sebagai catatan terkait koordinasi dengan pemda, yaitu adanppendekatan "jemput bora" dari pemda repaaa'rcrorpoill"ron pd( HKmdengan'mengikuti setiap pertemuan atau kegiata; t;rg ;;ka rafukan.Densan demikian tapor:an yang ada bukan hilt; db;ri.i'ripo..n daramcatatan dan kerengkapan persyaratan" saja, t"t"i,i r.poi',i vrng terah knjikebenarannya.

sebenarnya bira peraturan atau kebijakan yqng ada memungkinkanshf Pemda yang ditugaskan untuk mengetota nffi G"duduk daramkepengurusan suatu tuFnrm, ,ara pemo;;*; oip.t'*zig"onri semu.rpemasalahan, rencan.a dan proses peratcsanaan prog'm kerompok HKmflg bersangkutan. Keikutsertaan iemda (petugas keturahan dan DinasKehutanan) sebasai 
Spgota r<erompol mirffiffi d#6i.''nron sudahditakukan di rndia merarui program :il,t tii ri ror*t fii iZi"ii*o.

Sesuai dengan kebijakan yang ada, implementasi program HKmsebenarnva 
.bertujuan yngirt m6linirci*jl [.r"j.;Ga[' masyarakatsetempat melalui pemanfaatan sumber-daya nutan-6cao' oitirur, adil danberkelanjutan dengan tetap menjaga [ercstirian tungsi ilil ?;, tingkunganhidup. Departemen Kehutanan tieiuaian mencanangkan puta bahwa tujuanprogram HKm harusrah dinamis daram menjawab t.ftu;dilutt ng.n 1",gada. 

:

Dalam pekan 
tnlrt"llg1 lasVarakat di Univercitas Gajah MadaYogyakarta bulan Janual 

Fhyn zooe, Gp'urtemen rehutanan menyebutkanbahwa tujuan HKm adarah luga uniuk-llngentasan kemiskinan, peruang
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Pohon lada tumbuh merambat di antara pohon kopi, di lahan HKm Tribudi syrkw,
Lampung Barat (Foto: Oyos Saroso)

lapangan kerja, penyelamatan fungsi hutan, keseimbangan aspek ekonomi,
ekologi, sosial, serta mitigasi dan adaptasiterhadap perubahan iklim.

Dengan adanya dinamisasi tujuan HKm, sebenamya lebih berat lagi
'teban" para pelaku HKm, yaitu masyarakat, fasilitator, dari;uga pemerintali.
sebab itu, diperlukan tahapan persiapan dalam mempersiapkan "enabring
condition" yang lebih cermat, terstruKur; dan dipastikan keberkelanjutannya-.
sebagai contoh, tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tentu
saja dapat dikaitkan dengan penurunan kemiskinan tentulah suatu upaya
yang sangat berat.

Sampai dengan saat ini belum ada tolok ukur kesejahteraan yang
dipakai pemerintah terkait dengan pelaksanaan HKm: apakah tolok ukumya
akan memakai kiteria yang digunakan BPS atau BKKBN, atau lembaga lainnya?
Hal ini pun perlu pencermatan tersendiri karena lembaga-lembagb tersebut
dalam melakukan surveinya belum memisahkan antara masayarakat yang
tinggaldi luar, di batas, ataupun di dalam hutan. Untuk isu penanggulangan
kemiskinan bagi masyarakat anggota kelompok HKm juga demikian adanya.

Dengan demikian, masing-masing fasilitator dalam melakukan
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hsilitasi untuk'mencapai tujuan program HKm haruslah 'berinowsi" unfilk
dapat melakanakan programnya sesuai dengan kehendak "dorcr'-np
masing-masing. Demikian pula dengan para Pemda yang akan melaksanakan
program HKm sesuai dengan 'persepsi" masing-masing, karena belurn ada

"koridor" yang jelas sebagai tolok ukur keberhasilannya.

Bisa diprediksi apa yang terjadi di lapangan terkait dengan permpaian

tujuan HKm terkait dengan mitigasi dan adaptasl perubahan ildim. hrcna
peningkatan pemahaman akan isu ini kepada semua pihak png releran ptn
masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat rumit bagi pemerintah F.mt

Penutup
Berdasarkan uraian keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan

progmm HKm di Provinsi Lampung, sesungguhnya HKm dapat meniadi

alternatif untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan yang berkdanjrffit dan
peningkatan kesejahteraan serta kapasitas masyarakat. Aftinya, program Hl(m

dapat menjadi sarana untuk mencapai.tujuan pembangunan berkdanjutan-
Secara umum kendala atau keterbatasan dalam pelaksanaan fasilitasi progrrn
HKm adalah ketersediaan dan skema pendanaan serta kesenjangan lcpffi
sumberdaya masyarakat fasilitator, da n pemerintah.

Pendanaan menjadi faktor yang memerlukan pencermatan tmendiri
karena penyandang dana tentulah akan berpengaruh pada "pola pelaksaraan

HKm" di lapangan. Pada sisi lain, bila tidak tersedia dana di suatu daerah,
umumnya ppgram HKm tidak akan berjalan sesuai dengan kebijakannya.
Sebab, dalam kondisi seperti ihr biasanp program HKm hanya akan

"dientollcn' pada program-program pemerinbh yang relerran sehingBB
program HKm sekadar ada dan sangat tidak jelas pola pelalsanaannla.

Kendala*erdala dan keterbatasan akan selalu ada dalam sdiap
strategi pelalenaan suatu program pembargunan, termasuk program HKrn.

Namun, optimisrne itu tetap ada: bahwa prog6m HKm dapat menjadi sill?ilLl
penguatan dan peningkatan kapasitas, keberdalaan, dan potensi masprakaL
Maka, hanla ada satu pethnyaan terkait dengan hal ini: dengan segah
kendala dan keterbahsan yang ada, akan sampai seberapa jauh kita setnuEt

sebagai pelaku program HKm.berkomitmen guna menunjang keberhasilan

program HKm di Indonesia? Fr
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